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Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 27 Agustus 2019 
terkait kasus korupsi dengan terpidana Patrialis Akbar (Hakim Mahkamah Konstitusi 
(MK)). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyalahgunaan 
wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perspektif tindak pidana korupsi. 
Dalam putusannya majelis hakim tingkat peninjauan kembali mengadili dengan 
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/ 
terpidana Patrialis Akbar, dan membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya 
serta mengadili kembali kasus tersebut dengan menjatuhkan hukuman tindak pidana 
korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan majelis hakim tingkat 
peninjauan kembali memutuskan bahwa Patrialis Akbar terbukti melakukan tindak 
pidana korupsi yang sudah diputus bersalah pada putusan pengadilan tingkat 
sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Patrialis Akbar melakukan 
penyalahgunaan wewenang sebagai hakim dengan melanggar ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 
55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  
 





This article reviews the decision of the Supreme Court's Number 156 
PK/Pid.Sus/2019 dated 27 August 2019 related to the corruption with the convict 
Patrialis Akbar (Constitutional Court (MK) Judge). The purpose of this research is to 
find out the abuse of authority of Constitutional Court Judges in the perspective of 
corruption. In its decision, the panel of judges at the judicial review level adjudicated 
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the petition for reconsideration from the petitioner for judicial review/convicted 
Patrialis Akbar, and annulled the decision of the previous level court and retrial the 
case by imposing a sentence for a criminal act of corruption. The research method 
used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the 
form of court decisions that have permanent legal force. The decision of the panel of 
judges at the review level decided that Patrialis Akbar was proven guilty of a 
criminal act of corruption which had been found guilty in the previous court decision. 
The results of this study concluded that Patrialis Akbar abused his authority as a 
judge by violating the provisions as stipulated in Article 12 letter c in conjunction 
with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts 
of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments On 
Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in 
conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 in conjunction with Article 64 
Paragraph (1) of the Criminal Code.  
 
Keywords: Abuse of Authority, Judge of Constitutional Court, Corruption 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, 
baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Perilaku Korupsi dipicu oleh 
faktor internal (dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari luar diri 
individu). Faktor internal terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek individu dan 
aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat 
terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi.  
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan 
yang serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu 
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh 
berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 
seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum 
guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.  
Tindak pidana korupsi di Indonesia pun sudah memasuki lingkungan 
peradilan. Hakim sebagai pimpinan tertinggi di pengadilan, diharapkan mampu 
menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya. Tetapi pada kenyataannya, banyak 
hakim yang terlibat kasus korupsi. Para pemutus keadilan yang seharusnya 
memiliki perilaku dan karakter terbaik justru tersangkut kasus korupsi yang 
tentunya melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.  
Beberapa hakim yang terlibat kasus korupsi ini, sebelumnya memiliki 
rekam jejak yang baik dalam berbagai keputusan dan pernyataan sikapnya, 
sehingga cukup membuat masyarakat terkejut ketika hakim tersebut tertangkap. 
Dengan banyaknya hakim yang terlibat kasus korupsi, maka kepercayaan 
masyarakat terhadap penegak keadilan ini perlu dipulihkan dengan berbagai 
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perubahan antara lain reformasi birokrasi, transparansi proses peradilan, seleksi 
hakim dengan rekam jejak terbaik, dan memberi efek jera terhadap para hakim 
yang terlibat kasus korupsi dengan hukuman yang maksimal.  
Salah satu hakim yang terlibat kasus korupsi yaitu Hakim Mahkamah 
Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis Akbar terbukti menerima suap terkait 
penanganan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang uji materi atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penyalahgunaan wewenang pada Hakim 
Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang membuat Penulis untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai penyalahgunaan wewenang pada Hakim 
Mahkamah Konstitusi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu: 
Bagaimana penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi pada 
Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 dalam perspektif tindak pidana korupsi? 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek 
Penelitian adalah putusan Mahkamah Agung, yaitu Putusan Peninjauan Kembali 
(PK) Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 27 Agustus 2019. Data yang 
digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan 
Mahkamah Agung) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil 
penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian 
dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar 
menjawab permasalahan dalam tulisan ini. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
1. Penyalahgunaan Wewenang 
Wewenang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya 
hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat 
keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang 
lain; Hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.1 Dalam kajian ini, 
wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
 
1 KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  [Online] Available at: 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang, [Diakses 11 Oktober 2021] 
640 
 
Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau 
tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan 
melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak 
sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang cacat oleh 
badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya 
untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan 
wewenang tersebut.2  Tindakan badan atau pejabat pemerintahan 
dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jika:  
1. Badan atau pejabat pemerintahan tersebut melakukan tindakan dalam 
ruang lingkup wewenangnya, mengikuti prosedur dengan tepat, dan 
mematuhi ketentuan undang-undang serta regulasi yang mengatur 
tindakannya, tetapi ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari 
tujuan diberikannya wewenang itu.  
2. Penyalahgunaan wewenang adalah ketika badan atau pejabat 
pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang dilarang, yaitu 
tujuan lain dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.  
3. Badan atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan bukan untuk tujuan 
kepentingan umum, tetapi untuk tujuan personal atau pribadi.3 
 
2. Hakim Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di 
samping Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan 
ketatanegaraan atau peradilan politik merupakan lembaga yang dibentuk 
setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan semula untuk menghindarkan putusan 
sepihak dalam memutus perkara-perkara ketatanegaraan.4  
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan 
Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
 
2 Parchomiuk, J. (2018). Abuse of discretionary powers in Administrative Law. Evolution of the 
judicial review models: from “administrative morality” to the principle of proportionality. Casopis 
proPravni Vedu a Paxi, XXVI(3), hal. 456 
3 Schwartz, B. (2006). French Administrative Law & the common-law world. Clark, New Jersey: The 
Lawbook Exchange, Ltd, hal. 216 
4 Moh. Mahfud MD, “Reformasi Peradilan Harus Dituntaskan” dalam Komisi Hukum Nasional 
Newsletter Vol.8 No.4, Juli-Agustus 2008, hal. 9. 
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diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  
Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 
24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 
24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan 
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 
melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud 
dalam UUD 1945. 
Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan 
wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan 
merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi 
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan 
Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu 
kali masa jabatan berikutnya. 
 
3. Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum 
pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa 
pidana (Undang-undang Dasar Sementara Pasal 14 Ayat 1) atau perbuatan 
pidana atau tindak pidana.5 Korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = 
penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan 
negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, 
pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.6  
Tindak Pidana Korupsi bisa diartikan sebagai berikut:  
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 
dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).7 
 
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 60. 
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.   
7 Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 
& 29 Th. 2001.  
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Korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam 
UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal 
tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. 
Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang 
bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.  
Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya 
dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: 
1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara, diatur dalam Pasal 2 dan 3. 
2. Korupsi terkait suap-menyuap, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 
12 huruf b, Pasal 11,  Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.  
3. Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, 
Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c. 
4. Korupsi terkait pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal huruf f, 
Pasal 12 huruf g. 
5. Korupsi terkait Perbuatan curang, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, 
 Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, 
Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h. 
6. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam 
Pasal 12 huruf i. 
7. Korupsi terkait gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.8 
 
E. Pembahasan 
1. Kasus Posisi 
Kasus korupsi Patrialis Akbar dalam hal penyalahgunaan wewenang 
sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bermula dari Basuki Hariman dan Ng 
Fenny yang meminta bantuan Kamaludin untuk mempercepat 
dikeluarkannya putusan dan mengabulkan permohonan uji materi undang-
undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
dengan perkara nomor 129/ PUU-XIII/ 2015. Kamaludin meminta bantuan 
kepada Patrialis Akbar selaku teman dekatnya.  
Basuki Hariman dan Ng Fenny bukan merupakan pemohon uji materi 
perkara, tetapi Basuki Hariman dan Ng Fenny memiliki tujuan jika uji materi 
perkara nomor 129/ PUU-XIII/ 2015 dikabulkan, maka impor daging dari 
India dihentikan dan akan berpengaruh terhadap bisnis impor daging dari 
Australia, Amerika dan Selandia Baru yang dikelola Basuki Hariman.  
 
8 KPK RI. 2006. Memahami Untuk Membasmi “Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana 
Korupsi. Jakarta : KPK RI 
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Patrialis Akbar, Kamaludin, Basuki Hariman dan Ng Fenny telah 
beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas progress permohonan 
uji materi UU No.  41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 
Dalam pertemuan tersebut, Basuki Hariman meminta Patrialis Akbar untuk 
memenangkan uji materi tersebut. Kamaludin sebagai orang perantara, telah 
menerima uang dari Basuki Hariman dan Ng Fenny untuk dipakai dalam 
keperluan bermain golf dengan Patrialis Akbar.  
Dalam pertemuan berikutnya, Patrialis Akbar sempat menyerahkan 
satu bundel  draft putusan uji materi kepada Kamaludin yang kemudian 
diserahkan kepada Basuki Hariman. Isi amar putusan tersebut adalah uji 
materi dikabulkan, tetapi akhirnya draft ini dimusnahkan. Selain itu, dibahas 
juga obrolan untuk mempengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain 
yang belum memiliki kesamaan putusan atau berseberangan putusan. Dalam 
hal ini, Patrialis Akbar menyarankan kepada Basuki Hariman dan Ng Fenny 
untuk  membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi agar segera dibahas 
tentang uji materi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 tersebut dan agar 
membuat surat kaleng atau pengaduan dari masyarakat tentang kode etik 
terhadap dua hakim yang belum memiliki kesamaan putusan, agar 
Mahkamah Konstitusi bisa melakukan proses kode etik. Tetapi saran ini 
ditolak karena masih ada dua hakim Mahkamah Konstitusi yang belum 
menyampaikan pendapat. 
Unsur pelanggaran hukum lainnya yang terungkap yaitu Patrialis 
Akbar menjanjikan akan melakukan dissenting opinion untuk memenuhi 
permintaan Basuki Hariman dan Ng Fenny. Dissenting opinion hakim 
mahkamah konstitusi merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam 
rangka menemukan kebenaran materiil. Kebebasan dalam menyampaikan 
pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari 
kebebasan eksistensial hakim, yakni salah satu jenis kebebasan yang paling 
tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak 
terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim 
untuk mewujudkan eksistensi hakim secara kreatif dalam merealisasikan 
pandangannya secara mandiri, berdikari dan tanpa adanya intervensi dari 
pihak manapun.9 
Selain itu, Patrialis Akbar juga memberi saran agar Kamaludin 
mendekati Hakim Suhartoyo melalui Jaksa Lukas dan akan mencarikan jaksa 
lain jika Basuki Hariman tidak berkenan dengan Jaksa Lukas. Hal ini 
dimaksud agar Hakim Suhartoyo memiliki kesamaan pendapat dengan 
Patrialis Akbar untuk memenangkan perkara uji materi.  
Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis 
Akbar merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 12 c 
 
9 Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan, 
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), hal. 75.  
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Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 12 huruf c memuat unsur-unsur antara 
lain hakim, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 
yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada 
pengadilan untuk diadili.  
Patrialis Akbar dinyatakan tidak mendukung program pemerintah 
dalam pemberantasan korupsi dan telah merusak lembaga peradilan yaitu 
Mahkamah Konstitusi (MK). Patrialis Akbar dituntut hukuman penjara 12,5 
tahun ditambah denda Rp. 500.000.000,00 subsider 6 bulan. Jaksa 
menyatakan Patrialis Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
korupsi untuk mempengaruhi perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait 
permohonan uji materi UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan. Patrialis Akbar terbukti menerima hadiah atau janji dari Basuki 
Hariman Dan Ng Feny berupa pemberian sejumlah uang sebesar US$10,000 
(sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 4.043.195,00 (empat juta 
empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dari Basuki 
Hariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin. 
Pengadilan Niaga menetapkan Patrialis Akbar telah terbukti melanggar 
Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam dakwaan pertama dan 
menjatuhkan pidana oleh terhadap Terdakwa Patrialis Akbar dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana 
tambahan kepada Terdakwa Patrialis Akbar untuk membayar uang pengganti 
sejumlah Rp. 4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus 
sembilan puluh lima rupiah), dan sejumlah US$ 10,000 (sepuluh ribu dolar 
Amerika Serikat). 
Sedangkan putusan Peninjauan Kembali adalah menjatuhkan pidana 
terhadap Terdakwa Patrialis Akbar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada 
Terdakwa Patrialis Akbar untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 
4.043.195,00 (empat juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima 





2. Penyalahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi 
Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 
1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara 
hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang 
senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Yakni, 
dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Salah 
satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan bebas, tidak memihak 
dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Peradilan adalah segala sesuatu 
yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan 
hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan 
menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural 
yang ditetapkan oleh hukum formal.10  
Hakim merupakan salah satu bagian dari lembaga peradilan. Secara 
yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. 
Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan 
peradilan merupakan pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas 
kewenangan yang disebutkan Undang-Undang. Kekuasaan dan kewenangan 
merupakan dua hal yang berbeda. Kekuasaan bersumber pada peraturan 
perundang-undangan dan di luar peraturan perundang-undangan, sedangkan 
kewenangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga, 
kewenangan merupakan kekuasaan yang sah, yang bersumber pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Hakim yang sebelumnya sebagai pegawai negeri, sejak dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian 
mengubah status hakim menjadi pejabat negara. Status hakim sebagai 
pejabat negara tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hakim sebagai pejabat negara, dalam 
menjalankan tugas dan wewenang diberikan kekuasaan. Kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam pasal 24 
ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung 
pengertian di dalamnya adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari 
campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari 
paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judiciil, 
kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang.  
Kewenangan yang dimiliki setiap orang untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sering kali disalahgunakan. Tindakan penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik 
untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi disebut abuse of 
 
10 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 9 
646 
 
power. Jika tindakan penyalahgunaan wewenang ini merugikan negara, 
maka tindakan ini bisa disebut sebagai tindakan korupsi. Jika kewenangan 
yang diberikan untuk melaksanakan tugas dipandang sebagai kekuasaan 
pribadi, maka setiap orang yang memiliki jabatan penting akan mempunyai 
hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara 
bebas. Akibatnya, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak 
diharapkan.  
Hal yang dikaji adalah penyalahgunaan wewenang yang berujung 
kepada tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku 
kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar seharusnya bisa menegakkan hukum secara 
merdeka atau tanpa dipengaruhi oleh apapun. Dalam hal pengujian Undang-
Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan 
Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.  
Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis 
Akbar merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 12 c 
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang untuk seterusnya disebut UU PTPK. Pasal 12 c UU PTPK 
berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang 
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 
yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” Pasal 12 c UU PTPK tersebut 
memuat delik yang berkaitan dengan suap-menyuap yaitu menerima hadiah 




Penyalahgunaan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis 
Akbar pada Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019 dalam perspektif tindak 
pidana korupsi, yaitu  Patrialis Akbar telah melanggar ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 Undang-Undang 
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto 
Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  
 
2. Saran 
Saran yang ingin Penulis sampaikan yaitu: 
a. Sistem kelembagaan dan pengawasan yang dibangun Mahkamah Konstitusi 
perlu dievaluasi dan diperbaiki. Karena, jika sistem tidak terbangun dengan 
baik maka siapa pun calon hakim yang dinilai berkualitas, tetap berpotensi 
melakukan penyalahgunaan wewenang. Sistem kelembagaan Mahkamah 
Konstitusi diharapkan dapat menjamin perlindungan para Hakim Mahkamah 
Konstitusi. Tujuannya, untuk mencegah para hakim melakukan praktik-
praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem 
pengawasan di Mahkamah Konstitusi harus terukur dan bisa dipastikan 
bahwa itu menjamin Mahkamah Konstitusi tidak bisa diintervensi oleh 
kekuasaan manapun. 
b. Hakim Mahkamah Konstitusi harus lebih ketat lagi dalam mengawal sistem 
hukum dan perundang-undangan. Selain itu, Hakim Mahkamah Konstitusi 
juga diharapkan dapat menjaga akuntabilitas dan sikap profesionalisme 
sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Selanjutnya, kepada semua 
hakim agar dapat tetap selalu menjaga suatu harkat dan martabat dari dalam 
seorang hakim dalam menjalankan tugas profesi sebagai hakim dan tetap 
selalu untuk menjunjung tinggi aturan etika yang  ada untuk menjadi dasar 
dari seorang hakim dalam menegakkan keadilannya. 
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